KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP-1450/K/SU/2003
TENTANG

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN
PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPUTI, INSPEKTORAT,
DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a.

Menginga : 1.

bahwa Keputusan Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Kep-06.00.00-080/K/2001 tanggd 20 Februari
2001 tentang Organisas dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan dan Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30
Me 2001 tentang Organisas dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tdah mengatur kedudukan
pgabat drukturd dengan pgaba fungsond auditor di  lingkungan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

bahwa untuk kelancaran hubungan kerja antara pegabat  struktura
dengan pgaba fungsond auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat,
dan Pewakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengena pola hubungan
kerjatersebut dalam bentuk Pedoman;

bahwa Pedoman Pola Hubungan Kerja Pegabat Struktural dengan
Pgabat Fungsond Auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan,
sebagamana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu
Keputusan Kepaa Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Displin Pegawva Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor
50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerinteh Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsond Pegawa Negeri Spil (Lembaan Negara Tahun 1994
Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawa Negeri Sipil ddam Jabatan Struktura (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4194);

Peraturan Pemerinteh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawa Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran
NegaraNomor 4263);

Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;

Keputusan Presden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungs, Kewenangan, Susunan Organisas, dan Tata Keja
Lembaga Pemerintah Non Depatemen sebagamana telah beberapa
kai diubah terakhr dengan Keputusan Presden Nomor 30 Tahun
2003;

Keputusan Presden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisas
dan Tugas Esdon | Lembaga Pemeintah Non Departemen
sebagaimana telah bebergpa kdi diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 62 Tahun 2003;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996
tentang Jabatan Fungsiond Auditor dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan
Fungsond Auditor;

Keputusan Bersama Kepaa Badan Administras Kepegawaian Negara,
Sekretaris Jenderd Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996,
Nomor 49/SK/S/1996, Nomor KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

Keputusan Kepda Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan



Menetapkan :

Pdaksanaan Jabatan Fungsond Auditor dan Angka Kredit di
lingkungan Aparatur Pengawasan Fungsiona Pemerintah;

13. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisas dan Tata Kerja
Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan;

14. Keputusan Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisas dan Tata Kerja
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah
diubah terakhir dengan Keputusan Kepada Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-713/K/SU/2002.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN POLA HUBUNGAN
KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT
FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPUTI, INSPEKTORAT,
DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pgabat Strukturd dengan Pgabat Fungsiond Auditor di
lingkungan Deputi, Ingpektorat, dan Perwekilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan adadah Pedoman Kegialan Baku ddam pedaksanaan tugas di  bidang

pengawasan dan non-pengawasan yang menggambarkan pola hubungan kerja antara

peabat struktura dan pejabat fungsiond auditor.

Pasa 2

(1) Penetgpan Pedoman Pola Hubungan Kerja Pgabat Struktural dengan Pegabat
Fungsond Auditor bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan baku mengena

hubungan dan koordines kerja antara pgabat druktura dan pgabat fungsiond

auditor di

lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Pewekilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, sehingga tugas pokok dan fungs organisas  dapat
dilaksanakan secara efisen dan efektif.

(2) Sasaran penetapan Pedoman Pola Hubungan Kerja Pegjabat Struktural dengan Pejabat
Fungsiona Auditor adaah untuk :

a Memberiken arah ddam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang pejabat

grukturad dan pgabat fungsond auditor daam rangka pencgpaian tujuan

organisad.



b. Menggambarkan aur hubungan koordinas kerja antara peabat struktural dan
peiabat fungsiona auditor dalam kegiatan pengawasan dan non pengawasan.

c. Menghindari terjadinya perangkgpan tugas pokok dan fungs antara pejabat
Sruktura dan pejabat fungsiona auditor.

d. Menciptakan pola hubungan kerja antara pgabat struktural dan pegabat fungsiond
auditor yang efisen dan efektif.

Pasal 3

(1) Jebatan drukturd merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawa Negeri Sipil ddam rangka memimpin

Suatu satuan organisas negara.

(2) Jabatan Fungsona merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil ddam rangka menjadankan tugas

pokok dan fungs keshlian dan/atau keterampilan untuk mencapal tujuan organisas.

(3) Tanggung jawab kegiatan pengawasan dan non pengawasan di lingkungan Deputi,
Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berada
pada pimpinan satuan organisss masng-masng. Pengeatian memimpin dadam tuges
tugas pengawasan dan non pengawasan addah mengdola kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan evaduas tugastugas pengawasan dan non pengawasan sesua
dengan fungs mangemen yang lazim.

(4) Tanggung jawab pegabat fungsonad auditor ddam kegiaan pengawasan addah
menjadankan tugas-tuges pengawasan yang diberiken oleh pimpinan unit kerja
berdasarkan keshlian atau keterampilan yang dimilikinya sesua dengan Norma /
Standar Audit Pemerintah (SAP) dan ketentuan lain yang berlaku.

(5) Tanggung jawab peabat fungsond auditor dadam kegiatan non pengawasan addah
membantu pimpinan suau organisas dengan berperan aktif dalam penyelenggaraan
tata adminisrad pembinaan sumber daya manuda di lingkungan satuan organisas
masing-masing.

Pasa 4

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pgabat Struktura dengan Pegabat Fungsiond Auditor di
lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, sebagaimana tercantum daam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



Pasa 5

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pgabat Struktural dengan Pegabat Fungsional Auditor
yang ditetgpkan dadam keputusan ini mencakup pola hubungan kerja antara peabat
drukturd dan pegabat fungsond auditor di  lingkungan Deputi, Inspektorat, dan
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasdl 6

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pgabat Struktura dengan Pegabat Fungsiond Auditor di
lingkungan Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat akan ditetgpkan tersendiri mengingat unit-
unit kerja terssbut memiliki tugas pokok dan fungs yang unik dan berbeda dengan
Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN.

Pasa 7

Keputusan ini mulal berlaku padatanggd ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangga 29 Desember 2003
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

ARIE SOELENDRO



